








A. Penelitian Terdahulu 
 
Sebagai wujud penghargaan tertinggi terhadap kemanusiaan, dunia telah 
menyepakati disabilitas sebagai bentuk keberagaman manusia yang harus 
dihormati. Atas nama agama sebagai bentuk kebutuhan rohani, pada 
prinsipnya agama apapun memiliki aturan dalam pokok-pokok ajarannya 
terkait dengan posisi disabilitas dalam harmoni kehidupan. Pokok kajian ini 
juga beberapa kali disinggung dalam penelitian akademis guna membaca dan 
mengevaluasi tentang penikmatan atas hak asasi manusia untuk penyandang 
disabilitas dalam sudut pandang agama, terutama agama Islam dengan 
menggunakan irisan analisis syariah. 
 
Diantaranya telah ada hasil penelitian yang dipublikasikan terkait dengan 
penulisan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain adalahsebagai berikut: 
yang pertama adalah penelitian tentang hak atas anak difabel. Penelitian yang 
dilakukan oleh Muhammad Khoirul Wahdin Siti Djazimah yang berjudul 
“Analisis Maqasid Asy-syariah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada 
Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta”. Penelitian ini di publikasikan dalam jurnal 
Ahwal pada tahun 2015 .Penelitian ini berfokus pada pokok persoalan tentang 
Tulisan ini mengkaji apakah perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan 






secara gamblang membahas tentang kebutuhan primer manusia yang disebut 
maqashid al-dharuriyat, penelitian yang dilakukan adalah membahas 
pemenuhan hak atas perlindungn terhadap anak difabel melalui persektif 
maqashid, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan yang 
dilakukan oleh pengasuhan yayasan tersebut diantaranya adalah terkait dengan 
hifz mal bagi anak-anak telah dijamin oleh yayasan melalui berbagai 
pengelolaan batuan yang dipergunakan untuk mecukupi dan memenuhi 
kebutuhan anak-anak difabel yang di asuh dalam yayasan. 
 
Perlindungan terhadap keturunan atau hifz nasl bagi anak-anak difabel 
dijamin oleh yayasan melalui upaya pembinaan dan perawatan yang dilakukan 
dalam yayasan, upaya tersebut mencegah penerlantaran yang dilakukan oleh 
orangtua terkait dengan kondisi sang anak yang termasuk difabel. Idealnya 
setiap anak pasti memiliki orangtua sebagai perantara kelahiran mereka di 
dunia, orangtua tersebut yang seharusnya bertanggung jawab untuk merawat 
sang anak bagaimanapun kondisinya. 
 
Pemenuhan perlindungan terhadap akal atau hifz aql bagi anak-anak 
difabel dijamin dengan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak 
difabel dalam yayasan. Penyediaan pedidikan khusus bagi anak-anak difabel 
juga disediakan oleh pihak yayasan bagi anak difabel yang non panti, 
termasuk penyediaan media pengambangan diri bagi anak difabel agar lebih 
bisa untuk berdampingan secara sosial dengan non difabel di luar panti. 
 
Perlindungan terhadap agama bagi anak-anak difabel dalam yayasan hifz 
din, terkait perlindungan tersebut seluruh anak dalam yayasan dijamin melalui 






yayasan beragama Islam, hal ini karena mereka diasuh dan ditemukan ketika 
masih bayi. Terkait dengan ibadah, seluruh anak dalam yayasan diajarkan 
untuk melaksanakan seluruh ibadah wajib, untuk sholat tarawih mereka 
dilibatkan secara langsung dengan masyarakat umum saat sholat tarawih. 
 
Terakhir pemenuhan perlindungan terhada jiwa atau hifz nas terhadap 
anak-anak difabel oleh yayasan. Seluruh pendidik dan pengasuh dalam 
yayasan merawat dan mendidik anak-anak difabel dengan penuh kaasih 
sayang dan kesabaran. Mereka dijamin kehidupannya dengan layak melalui 
pemenuhan kebutuhan pokok yang cukup (Wahidin dan Jazimah, 2015: 215-
219). 
 
Penelitian selanjutnya yang telah dipublikasikan dalam jurnal Palastren 
dengan judul “Fiqih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam berbasis 
Maslahah”. Penelitian ini menfokuskan pada tema disabilitas dalam kajian 
hukum Islam, Khoirul Hadi menyampaikan dalam penelitiannya tentang 
persamaan hak antara penyandang disabilitas dan non penyandang adalah 
sama. Khoirul menyatakan bahwa pembahasan tentang fikih disabilitas 
sebenarnya sudah menjadi pembahasan oleh para ulama, namun belum 
menemukan hasil formulasi yang tegas seperti dalam fikih lainnya. Khorul 
menyatakan bahwa dalam merumuskan fikih disabilitas alangkah lebih 
baiknya menggunakan maslahah sebagai pendekatan analisisnya. 
 
Khoirul menyadur pendapat Risplem Chain terkait dispensasi bagi 
penyandang disabilitas dalam hal ibadah. Penelitian ini tidak secara spesifik 
menyebutkan menggunakan metode analisis maqasid syariah milik siapa, 






tersebut masih terlihat dasar dan masih pandangan umum. Meskipun sudah 
menyinggung adanya UU No. 19 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-
hak disabilitas, hasil dari penelitian ini masih samar-samar menegaskan 
tentang hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas (Hadi, 2016: 1-
10). 
 
Berbeda dengan Khorul Hadi yang menganalis hukum Islam bagi 
penyandang disabilitas, Slamet Thohari melakukan sebuah penelitian dengan 
respon penyandang disabilitas tentang aksesibilitas fasilitas umum bagi 
penyandang disabilitas. Penelitian dengaan judul “Pandangan Disabilitas dan 
Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang”. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei dalam analisis kuantitatif 
dengan mengumpulkan dan melakukan survei terhadap beberapa penyandang 
disabilitas di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini sebanyak 30,11% 
penyandang tuna daksa seringkali melakukan pemberontakan terhadap 
aksesibilitas yang kurang memadai. 
 
Hasil temuan lainnya adalah pemerintah Kota Malang tidak aksesibel 
dalam memberikan standart aksesibilitas tempat umum bagi penyandang 
disabilitas, sehingga aksesibilitas merupakan hal yang sangat sulit dicapai 
penyandang disabilitas (Thohari, 2014: 27-36). 
 
Kadek Januarsa Adi Sudharma melakukan penelitian tesis dengan judul 
“Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas Pada Badan Hukum Nirlaba 
Di Bali” penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan tenaga kerja 
penyandang disabilitas. Cara pandang yang salah terhadap penyandang 






pekerjaan para penyandang disabilitas di dunia pekerjaan memperlihatkan 
bahwa masih lemahnya penyetaraan dan pemenuhan hak bagi penyandang 
disabilitas dalam dunia kerja, meskipun telah ada perlindungan hukum dari 
beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Penyandang disabilitas 
juga masih terbukti sulit untuk meraih kesempatan dalam dunia kerja. Jika pun 
ada yang mempekerjakan penyandang disabilitas, hal tersebut belum dapat 
dipastikan apakah segala hak para penyandang disabilitas dalam dunia 
kerjanya telah terpenuhi. 
 
Hal ini berkaitan dengan status para penyandang disabilitas yang dianggap 
sebagai kaum minoritas sehingga mereka hanya dipandang sebelah mata dan 
hak-hak mereka pun tidak jarang dilupakan. Kadek menyadur peraturan 
tentang segala hal yang berkaitan dengan hak bagi tenaga kerja disabilitas 
melalui UU Ketenagakerjaan. Kadek menyatakan bahwa seluruh yayasan yang 
mempekerjakan penyandang disabilitas memberi pertanggung jawaban penuh 
terhadap seluruh pekerja dalam yayasan tersebut (Sudharma, 2015). 
 
Maulinia juga melakukan penelitian tesis tentang disabilitas, enelitian yang 
dilakukan Maulinia ini berjudul “Pemberdayaan Perempuan Penyandang 
Disabilitas Dalam Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia ” penelitian 
ini berfokus pada gambaran modal sosial yang dilakukan oleh organisasi 
HPWCI dan pemberdayaan yang bersifat menguntungkan bagi anggotanya. 
 
Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif 
penelitian tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi untuk mempertahankan 
jaringan dan partisipasi organisasi yang telah sangat berkualitas dan 






disabilitas dan juga masyarakat luas non disabilitas dan menjadikan masalah 
disabilitas sebagai masalah utama yang harus diintegrasikan dalam 
pembangunan (Maulinia, 2012). 
 
Ulfah Fatmala Rizky melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi 
Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas” 
dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada minat 
siswa penyandang disabilitas pasca lulus dari sekolah menengah atas, 
penelitian ini memfokuskan pada minat siswa penyandang disabilitas untuk 
menikmati pendidikan sekolah menengah atas di SLB ataupun di sekolah 
umum dengan konsep iklusif, kemudian dari hasil tersebut dilakukan 
identifikasi terkait kebutuhan pasca sekolah menengah atas. 
 
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat tiga kebutuhan bagi 
para siswa penyandang disabilitas, yang pertama adalah keinginan siswa yang 
ingin bekerja pasca lulus sekolah menengah atas, yang kedua siswa yang ingin 
melanjutkan studi di perguruan tinggi sambil bekerja, dan yang ketiga adalah 
sosialisasi dan adaptasi bagi siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusif 
(Rizky, 2014: 52-59). 
 
Penelitian selanjutnya lebih berfokus pada konvensi yang menjadi 
perjanjian internasional sebagai bentuk penghormatan hak asasi bagi 
penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Reindowaty 
Harahap dan Bustanudin ini lebih bermuatan tentang adaptasi konvensi 
sebagai landasan penetapan hukum positif. Dengan judul “Perlindungan 
Hukum Terhadap Penyandang Diabilitas Menurut Convention On The Rights 






deskripsif tentang isi dari hak-hak yang menjadi milik penyandang disabilitas 
yang telah diatur dalam Convention On The Rights Of Persons With 
Disabilities dan problematika disabilitas sebagai tanggung jawab negara. 
 
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa CRPD lebih memberikan 
ruang bagi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, sehingga kehadiran 
CRPD mampu mengubah paradigma sosial terkait keberadaan mereka dengan 
kondisi yang berbeda. Sebelumnya keberadaan mereka masih dianggap 
sebagai manusia yang memiliki kecacatan, termasuk dalam golongan 
penderita suatu penyakit yang menghambat fungsi motorik, intelektual, 
mental, dan fisik. 
 
Secara diskriminatif keberadaan mereka dianggap tidak partisipatif 
sehingga memicu ketidak setaraan. CRPD dianggap lebih memanusiakan 
penyandang disabilitas dalam penelitian Rahayu dan Bustanudin ini, kemudian 
terkait dengan problematika yang dipetakan oleh mereka dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas 
masih sangat kurang. Kekurangan terbesar terdapat pada sulitnya menikmati 
tempat publik, negara dituntut aktif untuk membenahi kondisi tersebut. Selain 
itu dibutuhkan kesadaran kritis dalam masyarakat dalam memahami tentang 
konsep disabilitas dan mengganti paradigma tentang penyandang cacat dalam 
bermasyarakat (Haraha dan Bustanuddin, 2015: 17-29) 
 
 
Kemudian Zulfah Latunconsina, melakukan sebuah penelitian yang 
berfokus terhadap roduk kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas. 






dengan judul penelitian “Afirmasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi 
Kerja Bagi Penyandang Disabilitas”, Zulfah mengupas upaya pemerintah 
daerah Jawa Tengah dalam pemenuhak hak untuk bekerja bagi penyandang 
disabilitas. Upaya tersebut di gagas dalam rancangan peraturan daerah, dengan 
menggunakan analisis yuridis sosiologis , hasil temuan Zulfa menyebutkan 
bahwa keberadaan kuota pekerja penyandang disabilitas sampai hari ini masih 
jauh dari kapasitas penuh. 
 
Meski masih masih dalam rancangan peraturan daerah namun pemerintah 
berupaya untuk menciptakan atmosfer mandiri secara ekonomi kepada 
penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan keterampilan, selain itu 
pemerintah mengucurkan bantuan sosial. Namun beberapa organisasi yang 
menaungi penyandang disabilitas merasa bahwa pembekalan keterampilan 
sudah tidak relevan dengan kebutuhan bagi keberlangsungan ekonomi 
penyandang disabilitas. Bahkan sudah jauh terlampaui perkembangan zaman, 
hal itu disampaikan oleh Persatuan Penyandang Cacat Indonesia dan Gerkatin 
(Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Namun apresiasi positif 
mereka lontarkan terkait affirmative action pemerintah daerah terkait 
kebijakan bagi penyandang disabilitas (Latuconsina, 2014: 204-211). 
 
Kemudian Tina Yaniza dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis 
mencoba untuk membaca tentang pemenuhan hak konsumen berkebutuhan 
khusus dalam menikmati fasilitas hotel, Tiza mencoba untuk meninjau 
persektif hukum dalam pemberlakuan perlindungan konsumen. Tiza 








2002 Tentang Bangunan Dan Hubungannya Dengan Perlindungan Bagi 
Konsumen Berkebutuhan Khusus”. 
 
Tiza memilih Pontianak sebagai lokus penelitian, tiza mencoba untuk 
mengkorelasikan tentang aturan tata kelola angunan yang harusnya ramah 
disabilitas. Sebelum istilah disabilitas muncul, Indonesia telah merangkum 
dalam komitmen nasional tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 
melalui UUD 1945, UU No. 9 tahun 1999, dan beberapa peraturan menteri 
tentang penyediaan akses bangunan publik. 
 
Dalam UU no. 28 tentang bangunan gedung telah tertulis aturan tentang 
pedoman untuk bangunan ramah disabilitas. Hasil temuan penelitian yang 
dilakukan oleh Tiza adalah bahwa hotel yang terdapat di Kota Pontianak 
belum sepenuhnya melakukan implementasi terhadap instrumen hukum 
tersebut, terutama untuk hotel dengan fasilitas bintang tiga. Termasuk 
aksesibilitas yang dapat dinikmati oleh lansia yang secara fisik 
kemampuannya menurun juga sama sekali tidak ditemukan secara sepenuhnya 
dalam bangunan gedung hotel di Kota Pontianak (Yaniza, 2014). 
 
Terakhir tema penelitian tentang disabilitas juga dibahas oleh Syam 
Fathurrachmanda , Suryadi , dan Ratih Nur Pratiwi. Mereka mengangkat judul 
penelitian “Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi 
Penyandang Disabilitas Netra” ketiganya mencoba melakukan studi 
implementasi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra – Malang. 
 
Penelitian ini berfokus pada setiap penghambat dan pendukung yang 
menjadi faktor dalam implementasinya di lapangan, dengan pendekatan 






serta wawancara dengan informan. Temuan dalam penelitian ini adalah 
imlementasi dari rencana rogram tersebut tidak dapat berjalan totalitas. Faktor 
yang menjadi penghambat adalam minimnya keberadaan sumber daya, serta 
dunia kerja yang tidak resonsif terhadap penyandang disabilitas. Faktor 
pendukung dalam imlementasi rencana ini adalah adanya keterampilan 
pegawai UPT dalam menanggulangi permasalahan dalam pusat rehabilitasi, 
serta dedikasi yang tinggi dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas. 
Namun faktor yang sangat dibutuhkan adalah adanya dukungan dari kinerja 
pemerintah daerah dan pusat, serta kepekaan dan keterlibatan masyarakat 
dalam pelaksanaan program ini (Fathurrachmanda dkk, 2013). 
 
 
B. Kerangka Teori 
 
1. Pendekatan HAM melalui Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang 
Disabilitas (Convention on The Rights People With Disabilities). 
 
Konvensi ini merupakan pegangan dunia terhadap pengaturan jaminan dan 
hak atas penyandang disabilitas. Konvensi ini menganut pola positive rights 
dalam HAM, artinya negara dituntut untuk lebih banyak terlibat di dalam 
pemenuhan hak atas penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi 
konvensi ini tanpa melakukan reservasi, namun Indonesia tidak melakukan 
ratifikasi terhadap optional protocol konvensi tersebut. 
 
Sama halnya dengan konvensi lainnya, konvensi penyandang disabilitas 
bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh 
yang setara atas seluruh hak-hak fundamental yang lebih spesifik bagi 






untuk membuat kebijakan, peraturan perundang-undangan administratif 
untuk implementasi yang diatur dalam konvensi tersebut. 
 
Konvensi ini memberikan penegasan tersendiri bagi penyandang 
disabilitas yang termasuk kategori rentan, yankni penyandang disablitas 
perempuan dan penyandang disabilitas anak. Alasan pengkhususan tersebut 
diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas 
perempuan dan anak adalah kategori kelomok rentan diskriminasi ganda 
(Yudhoyono, 2016). 
 
2. Pandangan Islam Tentang Bekerja 
 
Bekerja merupakan bagian dari upaya bertahan hidup, bekerja juga 
merupakan sebuah upaya dalam mengubah kehidupan manusia karena 
dengan bekerja manusia akan dapat merasakan kehidupan yang layak. Dalam 
surat Al-Jumu‟ah ayat 10 disebutkan: 
اَِذَإف ِتَيُِضك  ُ ٔوٰ َي صَّلٱ  َ   
ْ
او ُ َِنُ  ِفِ  ِرۡ 
َ لۡأَ
ٱ  َو  
ْ
ٔا  ُ َ لۡأَٱ  ِو لۡأََضف ٌَِ   ِ صَّٱ  َو  
ْ
او ُُنلۡأَذ   َ صَّٱ  
 َنُِٔحي لۡأَفُت ًلۡأَ ُكصَّيَعصَّى اِٗيرثَن١ 
 
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”. Dari ayat tersebut dapat ditemukan anjuran untuk bekerja keras 
(Qur‟an in word). 
 
Defini dari Bekerja sendiri bukanlah hanya sampai pada orientasi untuk 





dalam secara hakiki merupakan sebuah perintah Tuhan untuk menjadikan diri 
manusia agar lebih bermanfaat badi sesama manusia. Melalui pekerjaan 
manusia dapat memperoleh manfaat lebih, diantaranya dorongan atas etos 
kerja, pengalaman yang kian bertambah, kreatifitas yang terus berkembang, 
serta tuntutan untuk lebih bekerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik 
daripada hari sebelumnya. Yang terakhir merupakan kesiapan diri atas 
tantangan zaman. 
 
Kewajiban bekerja juga disampaikan melalui sebuah hadits yang 
berbunyi “Mencari rizki yang halal adalah wajib apabila telah 
melaksanakan ibadah fardhu” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi). Hadits 
lainnya yang dapat dijadikan rujukan tentang anjuran bekerja adalah 
“Bangunlah di pagi Hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu, 
sesungguhnya pada pagi hari terdapat berakah dan keberuntungan” (HR. 
Ath-Thabrani dan Al-Bazzar.) 
 
Dalam surat At-Taubah ayat 105 disebutkan bahwa: 
 
 
 ِوُكَو  
ْ
ٔا ُي ٍَ لۡأَٱ  ىََيرَصَف  ُ صَّٱ  ُ
ُ
ؤَُشرَو ًلۡأَ َُكي ٍَ َٱ ۥ َو   َنُِٔ ٌِ لۡأَ ٍُ
لۡأَ
ٱ  ًِ ِيوٰ َع وٰ
َ
ِلَإ َنو ُّدَُتََُشو 
 ِبلۡأَي َ
لۡأَ
ى  َو  ِ  َوٰ َ صَّلٱ  َنُٔي ٍَ لۡأَعَت ًلۡأَ  ُُِن ا ٍَ ِ ة ًُكُِئّت
َنُيَف ١٠٥  
 
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 






Contoh yang dapat diambil adalah kisa teladan Rasulullah SAW, dalam 
sebuah Hadits beliau bersabda: “Tidak ada mata pencaharian yang lebih baik 
daripada dengan menggunakan tangannya sendiri, karena Nabi Dawud biasa 
makan dari buah kerja tangannya sendiri” (Baderin, 2010: 180). 
 
Melalui hadits diatas dapat ditarik kesimpulan atas larangan meminta 
ataupun mengemis dalam Islam. Karenanya negara wajib menurut hukum 
Islam menghargai hak setiap orang atas pekerjaan, bahkan sebenarnya harus 
menyokong mereka melakukannya. Negara wajib menjamin ketersediaan 
lapangan ekerjaan bagi seluruh masyarakatnya. 
 
 
3. Pandangan Islam Tentang Pendidikan. 
 
Pendidikan merupakan sebuah aspek mendasar dalam berkehidupan, untuk 
menunjang aspek mendasar tersebut manusia dibekali akal dan pikiran. Islam 
mewajibkan umatnya untuk menimba ilmu sebagai implmentasi dari 
penikmatan atas hak tentang pendidikan, bahkan menuntut ilmu merupakan 
sebagian ibadah. 
 
Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah nin Mas‟ud, bahwa Nabi 
bersabda: “Barang siapa mempelajari satu bagian dari ilmu yang akan 
berguna untuk akhirat dan dunianya, maka Allah akan memberikan kebaikan 
dari orang-orang yang mendiami dunia selama 7000 tahun. Puasanya pada 
siang hari dan shalatnya di saat malam pasti diterima dan tak akan ditolak” 
(Bakar, 2014: 17). 
 
Selain hadits yang disampaikan diatas, urgensi atas hak menikmati 











أ ُ صَّٱ  ًِ َك لۡأَح
َ
ِأة  َ ٍِ ِهوٰ َ
لۡأَ
ى  ٨ ََقيَخ   ََ وَٰن ِ
لۡأَ
ٱ  ٍَقيَع َلۡأَ ٌِ  ٢  
  
لۡأَ
 َلۡأَك  َمُّبَرَو  ُ  َ لۡأَ 
َ لۡأَ
ٱ  ٣ يِ
صَّ
لَّ  ِ  ًَ
صَّيَع  ًِ َيَل
لۡأَ
ى ٤ ًَ صَّيَع   ََ وَٰن ِ
لۡأَ
ٱ  ًلۡأَ َي لۡأَعَي ًلۡأَ َ ٱ ا ٌَ  ٥ 
 
 
“1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
 
Islam menempatkan masalah pendidikan dalam posisi sentral (central 
position) yang dibebankan kepada seluruh umatnya tanpa kecuali (Thalab al-
„ilm faridhat „ala kulli muslimin wa muslimatin : Menuntut ilmu merupakan 
kewajiban setiap muslim (laki-laki dan perempuan). HR. Ibn „Abd al-Bâr 
(Subhan, 2010: 79). Dalam konsep dewasa ini, pendidikan merupakan sebuah 
bagian dari bagian kewajiban negara sebagai wujud dari penikmatan atas hak 
pendidikan bagi masyarakatnya. 
 
Konsep penghormatan negara terhadap warganya diwujudkan dalam 
pemenuhan hak warga negara dalam pendidikan dan implementasinya dijamin 
oleh pemerintah. Pendidikan tersebut haruslah dapat diaksesnoleh seluruh laki-
laki dan perempuan dalam negara tersebut. Penyediaan sistem pendidikan yang 
aksesibel dan cuma-cuma. Sebagai bukti pentinganya mengakses pendidikan, 
untuk menjaminnya dalam Islam Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi 
Manusia. 
 
Di dalamnya memuat tentang kewajiban negara untuk menyediakan akses 





dan memadai wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan keragaman pendidikan 
yang terjamin sebagai kepentingan bagi masyarakat umum, sehingga akan 
memungkinkan keberadaan orang yang semakin aham akan Islam dalam 
mengkaji fakta alam raya demi kemakmuran manusia. Kedua, kesamaan hak 
atas pendidikan dimiliki oleh seluruh masuia secara sama untuk menikmati 
segala jenis pendidika dalam tingkatan apaun, mulai dari keluarga hingga 
universitasyang terintegrasi dalam pola yang seimbang. Kemudian 
kepribadiannya bisa menjadi lebih berkembang, keimanan pada Allah yang 
semakin meningkat, serta lebih mengutamakan penghargaan atas hak dan 
kewajiban (Baderin, 2010: 220). 
 
 
4. Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas 
Sebagai salah satu agama yang memiliki teks suci dan teladan melalui 
 
nabi, Islam hadir dengan sebagai salah satu agama yang memberikan apresiasi 
atas disabilitas. Netralitas Islam terhadap penilaian disabilitas ditunjukkan 
melalui kesamaan hak. Dalam Islam penyandang disabilitas diposisikan sama 
dengan non penyandang, penilaian dalam Islam lebih ditekankan pada 
penilaian tentang amal sholeh kepribadian dan karakter dibanding penilaian 
atas kondisi fisik seseorang. Dalam sebuah hadits rasulullah mengatakan: 
 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta 
kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”. (H.R 
Bukhari Muslim) 
 
Kemudian dalam surat „Abasa ayat 1-10 juga disebutkan sebuah peristiwa 





 ََس َع ٰٓ
صَّ
لَّ َٔ َتَو ١ ُهَٓءاَج ن
َ
   وٰ َ لۡأَٱ
َ لۡأَ
ٱ ٢ ُّ صَّيَعَى َم ِر لۡأَ ُ  ا ٌَ َو ۥ ٰٓ
صَّ
كَّ صََّز  ٣ 
 لۡأَو
َ
  ُّ َعَفِ ََف  ُ
صَّ
ن صََّذ   ٰٓى َ
لۡأَ
نِّلَّ ٤ َِ
ٌَ  ا ٌصَّ
َ




و ۥ وٰى صَّ ََلت ٦  
 وٰ
صَّ




أ َملۡأَيَيَع ا ٌَ َو٧ وَٰعَ لۡأََصي َكَٓءاَج َ ٌَ  ا ٌصَّ
َ
 َو ٨  
 وَٰشَلۡأََيَ َٔ ُْ َو٩  َتُ
َ




“1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, 2. karena telah datang 
seorang buta kepadanya. 3. tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan 
dirinya (dari dosa), 4. atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu 
pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? 5. Adapun orang yang merasa 
dirinya serba cukup, 6. Maka kamu melayaninya. 7. Padahal tidak ada (celaan) 
atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). 8. dan Adapun orang 
yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9. 
sedang ia takut kepada (Allah), 10. Maka kamu mengabaikannya. Orang buta 
itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah s.a.w. 
meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah s.a.w. bermuka masam 
dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar 
Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk 
Islam. Maka turunlah surat ini sebagi teguran kepada Rasulullah s.a.w. (Qur‟an 
in word) 
 
Ayat yang cukup kontroversial bagi kalangan penafsir ini mengkisahkan 
tentang Allah yang menegur rasulullah karena bersikap sedikit resonsif 
terhadap kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Kedatangan Ibnu Ummi 




Dalam karya tafsirnya yang berjudul Al-Misbah, M. Quraish Shihab 
menjelaskan tentang kata al-a‟ma yang digunakan sebagai isyarat Ibnu 
Maktum yang dalam kondisi tidak bisa melihat sehingga seharusnya ada ada 
alasan untuk (Shihab, 2002: 60) 
 
Adab dalam memperlakukan penyandang disabilitas juga secara tersirat 





أ َٰٓي  ََ  ِ
صَّ
لَّ  ًلۡأَ ُٓ ِلۡأَ ِ ٌّ  ا ٗ لۡأَيرَخ 
ْ
ٔا َُُُٔك  ن
َ















لََّو  َصَّ ُٓ ِلۡأَ ِ ٌّ  ا ٗ لۡأَيرَخ َصَّ َُك  ن
َ
  َٰٓسََع ٍٓءاَِّص  َِ ٌّ  ٞٓءاَِص  
َ
لََّو
 ِ  
ْ




ٱ  َسلۡأَِئة  لۡأَ ِٱ  ُ ُؤُصُف
لۡأَ




أَف لۡأَب َُي ًلۡأَ صَّى َ ٌَ َو 




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-
orang yang zalim.” (Qur‟an in word) 
 
Untuk lebih jelas ada beberapa penejelasan lain untuk mendukung 
terjemahan ayat surat di atas. Munculnya larangan tentang mencela diri sendiri 
diibaratkan kepada mukmin lainnya, analoginya karena mukmin satu dengan 




Kemudian penyebutan untuk memanggi dengan panggilan yang buruk 
adalah ibarat penyebutan buruk bagi orang yang memanggil seperti panggilan 
kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai 
kafir dan sebagainya. Ayat ini juga berlaku terhada larangan untuk menyebut 
penyandang disabilitas dengan perbedaan yang dimiliki. 
 
Riwayat lain dalam hadits menyebutkan tentang konsep menyayangi 
semua makhluk hidup sebagai wujud kesetaraan seperti berikut: Dari Abdullah 
bin Umar, bahwa Nabi bersabda “Orang-orang yang penyayang akan disayangi 
oleh Allah Yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi 
niscaya Dzat yang ada di langit menyayangi kalian” (Bakar, 2014: 18). 
 
Meskipun tidak ada riwayat yang secara implisit mengungkapkan tentang 
persamaan hak atas disabilitas dalam Al-Qur‟an dan hadits, namun prinsip 
tentang kesetaraan secara umum menjadi patokan utama dalam persamaan atas 
hak asasi untuk penyandang disabilitas. 
 
 
5. Pendekatan Maqhasid Syariah 
 
Secara bahasa Maqhasid syariah sebenarnya adalah penggabungan dua 
kata. Maqhasid sendiri secara jama‟ memiliki makna maksud, yang jika 
diperluas memiliki makna tujuan ataupun kesengajaan. Syariah secara umum 
dipahami sebagai dasar hukum dalam Islam, disebut juga sebagai pedoman 
dalam berkehidupan. Syariah secara harfiah berarti jalan yang digunakan 











Adapun dalam ilmu syariat, Al-Maqashid dapat menunjukkan beberapa 
makna seperti Al-Hadaf (tujuan), al-garad (sasaran), al-matlub (hal yang 
diminiati), ataupun al-gayah (tujuan akhir) dari hukum islam (Auda, 2013: 6) 
 
Secara ringkas, maqhasid syariah sendiri merupakan tujuan-tujuan yang 
ingin dicapai melalui syariah bagi kemaslahatan manusia. Maqhasid sendiri 
merupakan suatu metode dalam penerapan fiqih yang memenuhi lima unsur 
dalam perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia. Lima unsur tersebut 
adalah hifz al-din perlindungan terhadap agama, hifz nafs perlindungan 
terhadap jiwa, hifz nasl perlindungan terhadap keturunan, hifz aql 
perlindungan terhadap akal, terakhir adalah hifz mal yakni perlindungan 
terhadap harta. 
 
Secara garis besar perlindungan terhadap agama atau hifz al-din membahas 
tentang bagaimana menjaga agama dari pengikisan akidah oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab. Sebagai asupan rohani dalam manusia yang harus 
dipenuhi, keberadaan agama menjadi kebutuhan primer dalam berkehidupan. 
Dalam agama sendiri terkandung acuan hidup tentang hukum, persoalan 
ibadah, undang-undang dan akidah yang diperintahkan oleh Allah. Hifz al din 
turut mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, pun 
juga manusia dengan Tuhannya. Dalam perlindungan terhadap agama, dapat 
siambil contoh langsung dari surat Asy-syura ayat 13. Ayat tersebut 
membahas tentang perintah untuk manusia agar menegakkan agamanya, 
kemudian tentang firman Allah tentang larangan untuk memaksa non muslim 









Hifz nafs atau perlindungan terhadap jiwa membahas tentang 
penghormatan atas hak hidup bagi muslim. Dalam hifz nafs membahas 
larangan bagi muslim untuk membunuh atau dalam bahasa lain mengambil 
nyawa orang dengan paksa, meskipun dalam Islam sendiri ada hukum qisas 
yang diterapkan sebagai konsep pembalasan yang seimbang atas apa yang 
telah dilakukan. Konse ini sebenarnya ingin menimbulkan efek jera bagi 
pelaku sehingga pada prinsipnya adalah mengurangi kriminalitas 
(pembunuhan dan pencurian). Namun dengan tegas Islam sendiri melarang 
adanya pembunuhan dibuktikan dalam surat Al-Isra ayat 33, Al-Maidah ayat 
32, Al-An‟am 151, An-Nisa‟ 92-93. 
 
Hifz nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Hifz nasl sebenarnya lebih 
terkonsep untuk menjauhkan muslimdari zinah dan perkawinan yang dilarang, 
selain itu hifz nasl merupakan bentuk dari pengaturan Islam agar setiap anak 
lahir melalui perkawinan yang sah dan memiliki nasab langsung dari ayahnya. 
Dalam hifz nasl juga secara jelas dipaparkan tentang siapa-siapa yang boleh 
dikawini dan tidak, serta larangan perbuatan yang cenderung mengarah 
kepada perbuatan zinah. 
 
Hifz Aql merupakan apresiasi Islam kepada perlindungan terhadap akal. 
Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan untuk mencari ilmu, dan 
penghormatan terhadap hak untuk menikmati pendidikan bagi muslim. 
Seorang manusia dilahirkan dalam wujud yang paling sempurna serta dibekali 
akal, disebutkan dalm Islam bahwa kemuliaan akal adalah mereka yang 








Qur‟an yang berisikan tentang pelajaran yang harus dietik manusia sebagai 
wujud dari pengambilan pelajaran bagi manusia di dunia. 
 
Hifz maal adalah bagian terakhir dalam maqhasid syariah. Segala sesuatu 
di dunia adalah milik Allah, namun melalui hifz maal Islam meberikan 
pengakuan terhadap kepemilikan benda oleh seseorang. Keberadaan hifz maal 
sendiri bertujuan untuk menjauhkan manusia dari ketamakan atas keemilikan 
suatu materi. Dalam hifz maal untuk meminimalisir hal-hal tersebut maka 
peraturan tentang sewa, jual-beli, gadai dan menggadai diatur di dalamnya 
(Syah,1992: 67). 
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